GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 87
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Menimbang

Mengingat

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan

Utara Nomor 87 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara;

. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi

dan kepastian penataan pegawai pada Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, maka
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu disempurnakan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;



Menetapkan
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14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 87
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5A

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 135 Degepper 2919

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Deserber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRTANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1% Desember 2019

SEKRETARIS DAE

PROVINSI IMANTAN UTARA,

E—

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &1



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 135 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAK PROVINS}) KALIMANTAN UTARA,

LY

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &1
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
87 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEBUTUHAN PEGAWAI

NAMA JABATAN :I‘M"B‘P‘I:ﬂ JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGAN
TinGol. | ADMINISTRATOR | PENGAWAS | PELAKSANA | FUNGSIONAL
2 3 a 5 6 7 8
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA 1

1. SEKRETARIS 1

a) KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN 1
KEUANGAN

PENGADMINISTRASI 1
KEUANGAN

BENDAHARA 1

VERIFIKATOR KEUANGAN 1

ANALIS PERENCANAAN 2

ANALIS DATA DAN INFORMASI 1




ANALIS PENGELOLAAN
KEUANGAN

PENGELOLA KEUANGAN

b)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

PENGEMUDI

OPERATOR SPEEDBOAT

ANALIS BARANG MILIK
NEGARA

ANALIS KERJASAMA TEKNIS
STANDARDISASI

2. KEPALA BIDANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN

a)

KEPALA SEKSI OPERASIONAL
DAN PENGENDALIAN

PEMELIHARA SARANA DAN
PRASARANA

PENGELOLA DATA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN

b)

KEPALA SEKSI KETERTIBAN
UMUM

PENGOLAH DATA SATUAN
PENGAWAS INTERNAL

PENGELOLA DATA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN




3. KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH

a) KEPALA SEKSI PENEGAKAN

PENGELOLA PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH

PENYUSUN RENCANA
PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN

b) KEPALA SEKSI HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA

ANALIS KERJASAMA APARAT
PENEGAK HUKUM

PENGELOLA INFORMASI
KERJASAMA

4. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN PEMADAM
KEBAKARAN

a) KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ANALIS BIMBINGAN

PELAYANAN DAN KONSULTASI

PENGOLAH DATA

b) KEPALA SEKSI PEMADAM
KEBAKARAN

PRANATA PEMADAM
KEBAKARAN

ANALIS KEBAKARAN

5. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

POL PP PELAKSANAAN PEMULA

54

POL PP PELAKSANAAN PELAKSANA




POL PP PERTAMA

PRANATA KOMPUTER PERTAMA

Jumlah

Jumlah Total

123

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Descuber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE




POL PP PERTAMA 4
PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1
Jumlah 1 4 8 47 63

Jumlah Total 123

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1- Deseuber 2019

-

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

r

IRIANTO LAMBRIE
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POL PP PERTAMA

PRANATA KOMPUTER PERTAMA

Jumlah 1 4

47 63

Jumlah Total

123

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH, PROVINSpKALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &1

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE




POL PP PERTAMA

4
PRANATA KOMPUTER PERTAMA 1
Jumlah 1 4 47 63

Jumlah Total 123

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH\PROVINSI XALIMANTAN UTARA,

F 4 P —
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR &1

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE

ASISTEN
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PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN 11
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOoMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 87 TAHUN 2017

| TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS

BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

[ KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | —L__E!EW—J
Kelas 9 = 1 Kelas 9
L =
e e L et k1. ]
PENGADMINISTRASI KEUANGAN s| 1] 1] o 0 PENGOLAH DATA s[ of 1f 4
71 1] 1 o 1 PEL 7l 1
KONSULTASI
VERIFIKATOR KEUANGAN e o 1f 4 Y T
ANALIS PERENCANAAN 7] 2 2] o
4 4
ANALIS DATA DAN INFORMASI 7 a0
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN 7 1) 1 o KEPALA SEXS! KETERTIBAN UMUM i KEPALA SEKS| HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | [ KEPALA SEKS| PEMADAM KEBAKARAN |
z B [ i Kelos 9 ] et 3 ]
PENGELOLA KEUANGAN s 1 1 o | | 8 A
Jabatan Iml! f+ Jabatan -+ _lﬂ_ﬂ: K |
PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN 6 2| [ANAUS KERJASAMAAPARAT PENEGAK HUKUM 7 1 o PRANATA PEMADAM KEBAKARAN s of s
7 08 1 PENGOLAH DATA SATUAN PENGAWAS INTERNAL 0 0| A O 1| A ANALIS KEBAKARAN 71 3 3 o
[ KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 17 4
Kelas 9 SITERA "_J 2 2 1
r
labatan e Jabatan ks (B |k
RAS| UMUM s[ 1 2 4 JF POL PP PELAKSANA PEMULA s| o 54
Jumiah K = KEBUTUHAN SESUAI ABK JF POL PP PELAKSANA si of 4 4
PENGELOLA KEPEGAWAIAN 6 1] 1| o [ [3 *f- B = BEZZETING / JUMLAH PNS YANG ADA JF POL PP PELAKSANA LANJUTAN 7 [
Esalon ii ] 1 o JF POL PP PENYELIA D [)
PENGEMUDI 3| of 10f -0 Eselon i} Al a [] JF POLPP PERTAMA 8 o a 4
Esalon IV 8| & [ JF POL PP MUDA 7l o o o
OPERATOR SPEEDBOAT 3 o 2 -2 T 1| & -82 JF POL PP MADYA 1| o o o
Y | & | 28 JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA 8| 1| 1| o
ANALIS BARANG MILIK NEGARA 7| af o Kurang B w3 | w JF PRANATA KOMPUTER MUDA 9] o o] o
JF PRANATA KOMPUTER MADYA ul o of e
ANALIS KERJIASAMA TEKNIS STANDARDISASI L Ditetapkan di Tan ung Selor
. ’ 1 63 42
T pada tanggal Desenber 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

\

IRIANTO LAMBRIE




PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMDNG PRAJA

| poen et
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jass
|

|

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOoMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

it —
[PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETIRTIBAN
1|0 | [PEMILIMARASARANA DAN PRASARANA s 1] 2] ANA PENC of 1 1 ANALIS BIMBINGAN PELAYANAN DAN 31 3 o
PENINDAKAN PELANGGARAN KONSULTAS!
VERIFIKATOR KEUANGAN i3 g 12 1
ANALIS PERENCANAAN 2 o
3 04 4
ANALIS DATA DAN INFORMASI i o
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN 1 o KEPALA SEKSI RETERTIBAN UMUM ] LI KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | | KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN 1
5
PENGELOLA KEUANGAN i T 11 L] J L r—‘-‘!’ J
Jshatse,___ jsls Ix Ljo jebeen o _JIx Lp:] Jubatar, Jasls Ik Loe
PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN §| O] 2| 2| |ANAUSKERIASAMAAPARAT PENEGAK HUKUM 7] 1 1] 0 PRANATA PEMADAM KEBAKARAN s o s %
e} PENGOLAH DATA SATUAN PENGAWAS INTERNAL s 1] 1| o A 6 of 1| ANALIS KEBAKARAN 31 1 o
[ KEPALA SUB BAGWAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 1
17 %
IT Deeed ] 18 2 102 4
[
mmumja Ju - U_" Jabatan Kis B K |+
2| 4 IF POL PP PELAKSANA PEMULA 5| of 54 -58
= Jumiah X = KEBUTUHAN SESUAI ABK JF POL PP PELAKSANA 6| o a 4
PENGELOLA KEPEGAWAIAN 1 o 5] K | o 8= BEZZETING / JUMLAH PNS YANG ADA JF POL PP PELAKSANA LANILTAN 7 o o
Easlon 1 1] 1 o JF POL PP PENYELIA 8| o o a
PENGEMUDI 3[ o 10| 19 Exslon a ] a o JF POLPP PERTAMA 8| o a 4
Eselon IV a| s o IFPOL PP MUDA 7 d of o
OPERATOR
SPEEDBOAT 3| o 2 2 I 1| & | = JF POL PP MADYA u| o o o
iR w| o | IF PRANATA KOMPUTER PERTAMA 8| 1| 1| o
ANALS i
BARANG MILIK NEGARA 7| af 2] o Kurang 3| 1w | % JF PRANATA KOMPUTER MUDA s| o o o
ANALS T JF PRANATA KOMPUTER MADYA ul o o o
b Ditetapkan di Tanjung Selor !
DR ) pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

P4 l.l'-'ll'c\-l»s.\,n‘l.mr-uyma,M.t\P SEKRETARIS pagrAH .
- RIANTO LAMBRIE
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LAMPIRAN i
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR §1 TAHUN 2019
TENTANG
PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

1 1
e | ]
! P - L L.
PENGADMINISTRAS! KEUANGAN s| 1] 1] 0 | |PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN 6 2[ 2 PENGELOLA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH 6| 3] 3[ o PENGOLAH DATA s o 1] -
BENDAHARA 7| 1] 1 o PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA s| 1 2] 2 ANA DAN 7] o 1f 2 ANALIS BIMBINGAN PELAYANAN DAN 71 1 1] o
PENINDAKAN PELANGGARAN KONSULTASI
VERIFIKATDR KEUANGAN [1 0| i 1 1 4 -3 1 2 1
ANALIS PERENCANAAN 71 2| 2f o
3 4 4
ANALIS DATA DAN INFORMAS! 7l 1 1 o
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN 7| 2] 1 o KEPALA SEKS! KETERTIBAN UMUM ] L KEPALA SEXS| HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 1 | KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN ]
] TR (N 5 Keios § ] E= Kelas 3 ]
PENGELOLA KEUANGAN s 1| 1| o I I T
Jabatan KisiB K |-/+ Jabatan jasis K _|/+ Jabatan “P K [f+
| PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTISAN s of 2f -2 ANALIS KERIASAMA APARAT PENEGAK HUKUM 7] 1] 1] o PRANATA PEMADAM KEBAKARAN 6| o &
7 8 -1 PENGOLAH DATA SATUAN PENGAWAS INTERNAL s 1 1 0 A 6 O} 1] 4 ANALIS KEBAKARAN 7 1 1 0
[ KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ] 1 7 %
Kelos 9 2R | 13 2 1 2 4 r
Tnbatan X7+ [ Jabatan as 8 Jx [/
PENGADMINISTRASI UMUM s 1] 2] A |IF POL PP PELAKSANA PEMULA s| of sa| 54
umiah K = KEBUTUHAN SESUAI ABK JF POL PP PELAKSANA 6| o 4 4
PENGELOLA KEPEGAWAIAN s| 1] 1 o B K - B = BEZZETING / JUMLAH PNS YANG ADA IF POL PP PELAKSANA LANIUTAN 7 o o o
Esslon I 1 1 o JF POL PP PENYELIA 8 0 o 0
PENGEMUD 3| of 10 10 Exelon I [ 0 JF POLPP PERTAMA o 4 d
Esalon IV 8 8 [ JF POL PP MUDA 7 0 [ 0
OPERATOR SPEEDBOAT 3 0 2 -2 IFT 1 6 62 JF POL PP MADYA 11 O 0 0f
JFU 19 47 -8 JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA 8 1 1 o
ANALIS BARANG MILIK NEGARA 7l 1 1] o [ B | w0 JF PRANATA KOMPUTER MUDA 9] o] o] o
JFPRANATA KOMPUTER MADYA ul of of o
(ANALLS KERJASAMA TEKNIS STANDARDISAS! A a1 o Ditetapkan di Tanjung Selor o At
T pada tanggal 15 Deseuber 2013
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
Diundangkan di Tanjung Selor ttd
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PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN 1
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR &1/ TAHUN 2019
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 87 TAHUN 2017
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BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
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Jabatan K _[4+ ubn} as o [k [/«
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Esslon 1 1] 1 o JF POL PP PENYELIA 8 o o
|PENGEMUDI 3[ o 10| -10f Easlon il ) a 0 IF POLPP PERTAMA 8| 0o 4 -4
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OPERATOR SPEEDBOAT 3| o 2] =2 W 1| & | & IF POL PP MADYA u| o o o
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JF PRANATA KOMPUTER MADYA ul o of o
e THASHARS uals Ditetapkan di Tanjung Selor T
T 17 o; pada tanggal 13 Desember 2019
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
Diundangkan di Tanjung Selor ttd
pada tanggal 1 Sember 2049 ;“""'17""" e - ) : )
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